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Tantangan dan Sasaran Penegakan Hukum dan Reformasi
Birokrasi (PERPRES NO. 54/2018)

TANTANGAN SASARAN
Belum optimalnya koordinasi APH 
dalam penanganan perkara, khususnya 
pertukaran informasi dan data lintas 
APH.
Masih lemahnya adaptasi proses
penegakan hukum pada era digital 
dengan modus kejahatan yang 
semakin berkembang dan kompleks.
Masih terjadinya penyelewengan dalam 
penegakan hukum.
Lemahnya independensi, pengawasan 
dan pengendalian internal pemerintah, 
inspektorat pada kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah.

1.  Semakin kuatnya penegakan hukum yang 
transparan dan akuntabel berbasis pada 
sistem informasi bcrbasis, meliputi:
a. percepatan sistem penanganan perkara 

yang berbasis teknologi informasi.
b. pengembangan sistem informasi lintas 

lembaga Penegak Hukum.
2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen 

sumber daya manusia dan kualitas 
kelembagaan penegak hukum.

3.  Terciptanya tata kelola pemerintahan dan 
budaya birokrasi anti korupsi serta 
kapabilitas ASN yang profesional dan 
berintegritas



lanjutan

TANTANGAN SASARAN
Lemahnya pengawasan sistem merit 
dalam manajemen ASN, belum 
meratanya kualitas keterbukaan 
informasi serta partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan layanan publik.
Belum terintegrasinya sistem 
pengawasan pembangunan dan 
pemanfaatan program dan
pembangunan desa.

4. Semakin menguatnya implementasi strategi
pengawasan desa yang bersinergi, terarah, 
dan terpadu.

5. Terciptanya implementasi prinsip-prinsip 
pemerintahan terbuka (open gouvernment) 
dalam manajemen pemerintahan.



Lanjutan….
.3. Pelaksanaan

a. Pengelolaan keuangan tidak melalui rekening kas Desa

b. Jadwal waktu pelaksanaan tidak terpenuhi;

c. Tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;

d. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada RAB/DED;

e. Kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa;

f. Tidak transparan.

4. Penatausahaan

a. Tidak memenuhi prosedur, mekanisme, dan standar 
administrasi keuangan yang ditetapkan;

b. Kesalahan pencatatan;

c. Ketidaklengkapan dokumen



PARA KADES DALAM SOROTAN



MASYARAKAT DESA TIDAK TAHU



LSM MENYASAR KADES



PERSIDANGAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KADES



BADAN PUBLIK

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, 
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

pasal 1 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



BADAN PUBLIK 
DESAPEMDES

BUMDES
BADAN KERJASAMA ANTAR 

DESA (BKAD)

penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Desa

BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA

lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis

badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa

badan yang dibentuk atas 
dasar kesepakatan antar-Desa 
untuk membantu kepala Desa 
dalam melaksanakan kerjasama 
antar-Desa

Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa



APAKAH 
INFORMASI 

PUBLIK 
DESA?

Informasi Publik Desa adalah informasi 
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh 
Pemerintah Desa yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
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Informasi Publik Desa BERKALA adalah informasi publik 
Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa 
adanya permohonan Informasi

Informasi Publik Desa SERTA MERTA adalah informasi 
publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan 
secara luas kepada masyarakat Desa melalui media 
informasi yang dimiliki Desa.

Informasi Publik Desa TERSEDIA SETIAP SAAT adalah 
informasi publik Desa yang wajib disedikan 
Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan 
permohonan  informasi publik Desa

Informasi yang DIKECUALIKAN adalah informasi yang 
dikecualikan dengan keputusan PPID Desa 

Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa



MENGAPA PEMDES WAJIB 
MENYEDIAKAN INFORMASI 

PUBLIK?

SEBAGAI BADAN 

Pemerintah Desa adalah
lembaga eksekutif di 
tingkat Desa yang 

memiliki fungsi, dan tugas
pokok terkait

penyelenggaraan negara di 
tingkat Desa, dan seluruh
atau sebagian dananya

bersumber dari APBN dan
APBD

KEPALA DESA WAJIB

UU NO 6 TAHUN 2014 Pasal
26 ayat 1

KEPALA DESA 
BERKEWAJIBAN 

MEMBERIKAN INFORMASI 
KEPADA MASYARAKAT

(dan ada sanksi
administrative bila tidak
melaksanakan (Pasal 28) )



INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

rofil Badan Publik Desa : alamat,
visimisi, tugas dan fungsi, struktur
organisasi, dan profil singkat pejabat

Matriks Program atau kegiatan yang 
sedang dijalankan : nama 
program/kegiatan, jadwal waktu 
pelaksanaan, penanggungjawab sumber 
dan besaran anggaran

atriks Program masuk Desa : program 
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, 

Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 
tiga) serta data penerima bantuan

program

okumen RPJMDesa, RKP Desa dan Daftar
Usulan RKP dan APBDesa

des tentang APBDesa tahun berjalan

Laporan
Kinerja
Pemerintah
Desa

Laporan
Keuangan
Pemerint
ah Desa

Daftar PERDES 
DAN 
RAPERDES 

Informasi tentang hak dan tata
cara mendapatkan Informasi
Publik Desa

1. LPP Desa akhir tahun
anggaran; dan/atau

2. LPP Desa akhir masa jabatan

1. laporan realisasi APBDesa
2. laporan realisasi kegiatan
3. kegiatan yang belum selesai

dan/atau tidak terlaksana
4. sisa anggaran
5. alamat pengaduan

NB : Pegumuman dilakukan paling lambat  1 (satu) kali dalam setahun. 

Pasal 2 Perki 1 
Tahun 2018 tentang 
Standar Layanan 
Informasi Publik 
Desa



INFORMASI PUBLIK TERSEDIA SETIAP SAAT 

Daftar Informasi Publik Desa : ringkasan isi informasi, 
pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab
pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat
pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, 
jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip

nformasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama
Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa :

dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang 
mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan
tersebut
peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak; 
Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan
dan/atau keputusan tersebut;
rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan
tersebut; dan
peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan. 

Seluruh dokumen Informasi Publik Desa
Berkala wajib disediakan

Profil lengkap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Profil Desa

SUrat perjanjian dengan pihak ketiga
berikut dokumen pendukungnya

Surat menyurat pimpinan atau pejabat
Pemerintah Desa dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Data perbendaharaan atau inventaris

Informasi mengenai proses dan 
penetapan pemilihan kepala Desa

Pasal 4 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa



Berita acara hasil musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa, Musyawarah
Desa dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

informasi mengenai kegiatan pelayanan
Informasi Publik yang dilaksanakan, 
sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya, 
sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan
penggunaannya

Informasi Publik Desa lainnya yang telah 
dinyatakan terbuka bagi masyarakat 
berdasarkan mekanisme keberatan 
dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi 
Informasi dan proses hukum lainnya

Berita Acara Pembentukan, 
Penggabungan dan/atau
Pembubaran BUM Desa

Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga BUM Desa

Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan BUM Desa



INFORMASI DIKECUALIKAN

Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi
setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya

Pengeculian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa

Pasal 5 dan Pasal 6  Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa



INFORMASI DIKECUALIKAN

Menghambat proses penegakan hukum

Mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual & 

perlindungan dari persaingan usaha 
tidak sehat

Membahayakan pertahanan keamanan
negara

Mengungkap kekayaan alam

Merugikan kepentingan ekonomi

Surat Wasiat

Dapat mengungkap Rahasia Pribadi

Memorandum atau surat-surat antar 
Badan Publik yang menurut sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan 
Komisi Informasi atau Pengadilan

Informasi yang tidak boleh diungkap 
berdasarkan Undang-Undang

Pasal 17 UU KIP juncto  Pasal 5  Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Dapat Merugikan kepentingan hubungan 
luar negeri





ak Badan Publik Menolak 
Permohonan Informasi Publik

1) Informasi yang dapat membahayakan negara

2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat

3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 
dan/atau

5) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.

21

Jenis-jenis informasi di atas didetailkan dalam Pasal 17 UU KIP



ASAS

22

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
setiap Pengguna Informasi Publik.

2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai 

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum 
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul 
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta 
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup 
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih 
besar daripada membukanya.

Pasal 2 UU KIP
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Sesuai dengan Undang-Undang, artinya pengecualian
informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan apalagi faktor kebiasaan.

Memperhatikan kepatutan, bahwa membuka dan atau
menutup informasi telah sesuai dengan ketaatan pada
suatu ketentuan yang berlaku,

Mempertimbangkan kepentingan umum, bahwa membuka
dan menutup informasi untuk dan atas nama melindungi
kepentingan umum.



TATA CARA UJI KONSEKUENSI

Mengidentifikasi Informasi. Apakah sebuah dokumen mengandung atau 
terdapat informasi yang dikecualikan. 

Menyebutkan Informasi yang akan Dikecualikan. Sebutkan secara jelas 
dan terang suatu informasi yang akan dikecualikan. Ingat, Pengecualian 
informasi tidak menghalangi hak publik mendapatkan dokumen 

Menyebutkan dasar yuridis pengecualian Informasi. Apakah informasi 
yang dikecualikan termasuk Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 UU KIP. 
Termasuk dalam hal ini apakah dasar yuridis tersebut masih relevan atau 
tidak dengan mempertimbangkan kepatutan dan kepentingan umum.

Menyebutkan konsekuensi. Sebutkan secara spesifik konsekuensi yanng 
timbul apabila informasi tersebut dibuk atau ditutup.

Menyebutkan Retensi Pengecualian. Bahwaa selain informasi pribadi, 
seluruh informasi yang dikecualikan menurut UU KIP tidak bersifat 
permanen

Penetapan Informasi yang dikecualikan. 
24
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Prinsip Umum:

SETIAP ORANG BERHAK BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK 
Pasal 4 UU KIP)

Maka

PEMOHON BERHAK memperoleh informasi publik dengan ketentuan:

Fotokopi KTP, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat 
membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal 
Pemohon adalah BADAN HUKUM;

Memiliki alasan/tujuan; dan

Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal 
Pemohon mewakili kelompok orang.

HAK MENDAPATKAN / PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

(Pasal 11 Perki 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)



PPID Desa wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya permintaan
Baik informasi tsb berada di 

bawah penguasaannya ataupun 
tidak / MENERIMA atau 

MENOLAK permintaan dengan 
alasan 

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi 
ke Badan Publik secara tertulis/ tidak tertulis
Badan Publik mencatat nama, alamat,subjek 
permohonan,format informasi,dan cara penyapain 
informasinya
Badan Publik wajib mencacat permintaan informasi 
publik yang diajukan secara TIDAK TERTULIS
Badan Publik wajib memberikan Tanda Bukti 
Penerimaan Permintaan Informasi berupa  NOMOR 
PENDAFTARAN SAAT PERMINTAAN DITERIMA
Jika Permintaan disampaikan langsung/melalui surat 
elektronik, NOMOR PENDAFTARAn DIBERIKAN 
SAAT PERMINTAAN
Jika permintaan disampaikan melalui surat, 
pengiriman NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN 
BERSAMAAN DENGAN PENGIRIMAN INFORMASI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Pasal 22 ayat 7 UU KIP)



BILAMANA TIDAK MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip Umum:

SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK WAJIB DILAYANI, SEJAUH MEMENUHI KETENTUAN. 

Maka LSM atau Perorangan Pemohon Informasi Wajib dilayani, tanpa pengecualian. Sejauh
memenuhi ketentuan di atas. 

Apabila Tidak Dilayani maka berpotensi SENGKETA INFORMASI (KEBERATAN). Sengketa
Informasi dapat terjadi apabila:

Pasal 35 UU KIP

1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;

2) Tidak disediakannya informasi berkala;

3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan

7) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU yakni dalam waktu 30 hari 
sejak diterimanya keberatan pemohon 



KETERBUKAAN PEMDES 
(Transparansi Desa)

Pemdes membentuk dan menetapkan 
PPID. 

Pemdes memiliki Perdes tentang
Pelayanan Informasi Publik Desa. 

Menetapkan Daftar Informasi Publik
Desa

Di balai desa sediakan Form 
Permohonan Informasi

Pemdes memiliki dan menyediakan
sarana prasarana informasi

(elektronik dan atau elektronik)

Memastikan informasi publik wajib berkala
sudah disampaikan melalui sarana yang 

tersedia

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi tentang regulasi Desa

Informasi tentang hak dan mekanisme
permohonan informasi

Informasi Publik Desa lainnya



TRIMAKASIH….



Juli Wantoro 36

Aku isih
kepikiran
brooo…..


